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Skripsi ini merupakan hasil studi pustaka dengan judul "Analisis
Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
6698/Pdt.G/2017. Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan
Kewajiban",yang di tulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana latar
belakang pemberian izin poligami karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban
di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap
putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017 tentang izin
poligami karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban?
Data penelitian ini dihimpun dengan dua teknik, yakni dokumentasi
dan wawancara. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik
editing dan organizing untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik
deskriptif analisis dengan pola piker deduktif yaitu memaparkan kasus tentang
permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melaksanakan
kewajiban yang kemudian dianalisis dengan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian menyimpulkan : Pertama, Permasalahan yang terjadi
dalam kasus ini adalah permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat
melaksanakan kewajiban, dengan istri bersedia memberikan izinnya. Dalam
memutuskan perkara ini Hakim bertumpu kepada teks Undang–undang yaitu
UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5, sekilas tidak ada
yang salah di dalam kasus permohonan izin poligami tersebut. Kedua, Secara
yuridis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6689/Pdt.G/2017
tentang izin poligami sebab istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, pada
dasarnya hal yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan prosedur
poligami sesuai dengan Pasal 5 UUP Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan
pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif pemberian izin poligami oleh Hakim
dapat dikabulkan. Setelah ditelusuri lebih dalam mengenai alasan Hakim
menggunakan pasal tersebut dapat diketahui alasan hakim memiliki pandangan
lain tersebut, dan mengakibatkan relevannya antara fakta hukum dengan
Undang-undang yang digunakan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu
dicantumkan antara lain: Pertama, Bagi masyarakat yang ingin berpoligami,
hendaknya berpikir terlebih dahulu mengenai baik buruknya perkawinan
poligami, agar tidak menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari. Kedua,
Di dalam penulisan surat permohonan gugatan izin poligami, seharusnya pejabat
yang berwenang menuliskan secara rinci dan jelas agar tidak menimbulkan
kerancuan dalam berproses Hakim di Pengadilan Agama. Ketiga,Di dalam hal
pembuktian, Hakim perlu meminta bukti penguat berupa surat keterangan dokter
yang dilakukan di rumah sakit pemerintah agar dapat menjadi bahan
pertimbangan yang lebih kuat.
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Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah Swt yang telah
menciptakan langit dan bumi dengan teliti, tanpa ada celah dan cacat. Islam
yang turun diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah
ajaran yang sempurna, tiada kekurangan, kebatilan, bahkan tiada keraguan
sama sekali. Islam juga ajaran yang memberikan kemudahan, solusi, bukan
membuat masalah dan memberikan kesengsaraan.1
Dalam mendefinisikan perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun
1974 menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. 2 Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 memberikan definisi
pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghalizhaan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam antara lain dalam Surat
An-Nur (24) : 32 yaitu :
 ََﻳْﻷا اﻮُﺤِﻜَْﻧأَو ْﻢُﻜِﺋﺎَﻣِإَو ْﻢُِﻛدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ َﲔِِﳊﺎﱠﺼﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٰﻰَﻣﺎ ◌ۚ ِﻪِﻠْﻀَﻓ ْﻦِﻣ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻢِﻬِﻨْﻐُـﻳ َءَاﺮَﻘُـﻓ اُﻮﻧﻮُﻜَﻳ ْنِإ ◌ۗ
 ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو ُﻪﱠﻠﻟاَو
1 Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah? (Jakarta: Mumtaz, 2006), 9.
2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1, 5.
































"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan
orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan
kepada mereka dengan karuniaNya, Allah Maha Luas
(pemberitaanNya) dan Maha Mengetahui."3
Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam
masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang
kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami
mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.4
Poligami adalah suatu tuntutan hidup dan ini bukan undang-undang
baru yang hanya dibawa oleh Islam. Poligami telah ada dan dipraktekkan di
masyarakat sebelum Islam datang. Islam datang untuk mengatur serta
mengikat dan membatasi poligami ini dengan adil.5
Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa
Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya
banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan.
Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi
dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara
seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.6
Di Indonesia telah ditetapkan UU No.1 tahun 1974 yang mengatur
tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu
3 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014) , 7.
4 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004),
43.
5 Umar Sidiq, “Pro Kontra Poligami dalam Islam”, Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol 9
No. 2 ( Desember, 2011), 219.
6 Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia (Jakarta: Kencana, November, 2010) , 369.

































Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu7:
Ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang
suami.
Ayat (2) Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.
Prinsip poligami juga telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yang
sesuai dengan Alquran dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 3, yang berbunyi :
 ْنِإَو َعَﺎُﺑرَو َثَﻼُﺛَو َٰﲎْـﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبَﺎﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧَﺎﻓ ٰﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟا ِﰲ اُﻮﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ۖ◌ ْنَِﺈﻓ
 ْﻢُُﻜﻧَﺎَْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ َْوأ ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ◌ۚاﻮُﻟﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَأ َٰﱏَْدأ َﻚِﻟ َٰذ
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."8
Ayat inilah yang sering dirujuk sebagai ayat yang membolehkan
seorang muslim untuk menikah dengan dua, tiga, hingga empat istri. Dalam
pengertian lain yang dimaksud dengan kata dapat berlaku adil adalah dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik jasmani
maupun rohani, secara lahiriah maupun batiniyah, sehingga tidak
menimbulkan kericuhan dalam keluarga.
Kendatipun UU Perkawinan menganut asas monogami seperti yang
terdapat dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan
7 Pasal 3 ayat (1) dan (2).
8 Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, 115.
































seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya
boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa
dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan9. Kebolehan poligami di dalam
Undang-undang Perkawinan hanyalah pengecualian untuk itu
Undang-undang mencantumkan alasan-alasan yang memperbolehkan hal
tersebut10.
Dengan demikian asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan
adalah bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka yang
menempatkan poligami pada status darurat. Disamping itu poligami tidak
semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan
hakim pengadilan.11
Menurut Sayid Quthub, poligami merupakan suatu perbuatan
rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang
benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih harus disyaratkan bisa
berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah. Muamalah, pergaulan dan
pembagian (waktu) malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat
adil , maka cukup menikahi satu orang saja. Sedangkan, bagi calon suami
yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan
maksimal hanya empat orang istri.
Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus
9 Pasal-Pasal yang mengatur tentang poligami yaitu Pasal 3-5 UU No.1 Tahun 1974, di dalam
Pasal ini termuat syarat Alternatif (Pasal 4 ayat 2) dan syarat Komulatif (Pasal 5) yang harus
dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami
10 Amir Nurrudin dan Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2004), 161.
11 Ibid.,162.
































poligami yang dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor internal agar
diperbolehkan melakukan poligami dan mendapat perizinan dari pihak istri
dan Pengadilan.
Alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek
poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan
memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 QS. An-Nisa'.12
Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam
perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas
laki-laki. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu kepada
data Biro Pusat Statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah
perempuan adalah perempuan yang berusia dibawah 12 tahun dan diatas 60
tahun. Tetapi jika menikahi perempuan dibawah umur maka akan melanggar
HAM, jadi hanya ada satu pilihan yaitu menikahi perempuan lanjut usia
seperti yang dicontohkan Nabi Saw, dan ini agaknya dapat mengurangi
problem sosial yang ada.13
Alasan ketiga adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis
yang sulit untuk disembuhkan. Menghindari selingkuh dan zina juga
digunakan alasan untuk berpoligami.14
Alasan-alasan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama, pada
umumnya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang




































No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 yakni diantaranya:15
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Adapun dalam hukum positif di Indonesia syarat poligami yang
terdapat pada pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat 2, pasal 57 dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam. Kemudian, salah satu alasan yang menjadi dasar Pengadilan
memberikan izin poligami menurut Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975.
Salah satunya adalah kasus poligami yang terjadi di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang. Dalam putusan Nomor:
6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tersebut adalah pihak suami sebagai pemohon
untuk mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami. Secara
hukum materiil yang berlaku di Indonesia bahwa pihak suami memenuhi
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi
Hukum Islam, mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya
dengan penghasilan Rp. 8.000.000 sebagai pegawai swasta.
Begitu juga dalam putusan ini pihak istri memberikan kerelaan dan
bersedia dimadu, dan pihak suami mengajukan permohonan izin poligami
karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban. Dengan bukti-bukti dan saksi
yang cukup maka hakim memutus mengabulkan permohonan tersebut dengan
pertimbangan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5 Undang-Undang
15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat 2.
































Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam hal ini pertimbangan hakim pada
putusan tersebut tidak merujuk pada Undang-undang yang sesuai. Karena
didalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadikan
alasan pihak istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang
istri.
Jika dilihat dari pasal yang terkait, ada tiga unsur yang menjadi
ukuran diperbolehkannya poligami ialah syarat yang harus dipenuhi oleh
suami, alasan dibolehkannya istri menerima poligami dan pertimbangan
hakim. Namun, dasar pertimbangan hakim itu tidak selamanya menjadi
keadilan mutlak. Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan
mempertimbangkan nilai kemaslahatan dari ketetapan yang dijatuhkan oleh
hakim bagi pihak yang bersengketa
Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut pemberian izin poligami tersebut dalam skripsi dengan judul:
“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
No.6698/Pdt.G/2017 Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa
Melaksanakan Kewajiban."

































Dari latar belakang masalah ini, identifikasi masalah diantaranya :
a. Syarat-syarat poligami menurut hukum positif.
b. Alasan pemohon dalam perkara No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
tentang izin poligami.
c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap
putusan No. 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tentang izin poligami.
d. Analisis yuridis tentang pemberian izin poligami karena istri tidak bisa
melaksanakan kewajiban.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan mengenai pernikahan dan poligami di atas,
maka penulis mengambil suatu rumusan permasalahan, sebagai berikut :
1. Bagaimana latar belakang pemberian izin poligami karena istri tidak
bisa melaksanakan kewajiban di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017 tentang izin poligami karena
istri tidak bisa melaksanakan kewajiban?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau
































penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan
diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian
yang ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau
penelitian sebelumnya, berikut data yang berhasil diperoleh terkait
penelitian yang terdahulu.16
Kajian pustaka digunakan untuk menguji keabsahan suatu
penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang
melakukan penelitian atau belum. Berdasarkan penelusuran karya ilmiah
yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah
izin poligami diantaranya:
1. Skripsi Rachmad Saiful Ansori pada tahun 2003 yang berjudul: Izin
Poligami Sebab Pacar Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)
yang menerangkan bahwa izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim
karena pemohon ingin bertanggung jawab kepada calon istri yang sudah
hamil usia 5 bulan, begitupun termohon juga memberikan izin pemohon
untuk berpoligami, jadi tidak ada persengketaan yang terjadi.17
2. Skripsi Aslikhan pada tahun 2014 yang berjudul: Analisis Yuridis
Terhadap Putusan No. 2355/PDT.G/2011/PA.SDA Tentang izin Poligami
Karena Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo yang
menerangkan bahwa izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim karena
pemohon ingin bertanggung jawab karena calon istri sudah hamil usia 6
16 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
17 Rachmad Saiful Ansori, "Izin Poligami Sebab Pacar Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Sidoarjo)", (Skripsi-- Universitas Sunan Giri Surabaya, 2003).
































bulan dan mengurangi kemudharatan yang terjadi, serta untuk melihat
kemaslahatan bagi masing-masing pihak maupun calon anak. Dikuatkan
pula dengan fakta-fakta yang mendukung untuk diperbolehkannya
berpoligami maka izin dikabulkan.18
3. Skripsi Dani Tirtana pada tahun 2017 yang berjudul: Analisis Yuridis Izin
Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang
menerangkan bahwa izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim karena
pemohon ingin menikah lagi dengan alasan menjalankan syariat agama,
dan Pengadilan Agama tersebut memberikan izin poligami.19
Berdasarkan kajian pustaka dapat diketahui bahwa penelitian yang
dilakukan dalam skripsi ini mempunyai perbedaan yang sangat mendasar
dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat diketahui pembahasan
tentang pemberian izin poligami sebab saling mencintai bukan merupakan
duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya, karena tidak
ditemukan penelitian terdahulu yang cukup relevan, sementara sebelumnya
belum pernah dikaji tentang pembahasan ini.
E. Tujuan Penelitian
Selanjutnya penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas
akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syariah dan hukum,
18 Aslikhan, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 2355/PDT.G/2011/PA.SDA Tentang izin
Poligami Karena Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo", (Skripsi--UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2014).
19 Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
































juga didorong oleh beberapa tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi
rumusan masalah, antara lain:
1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian izin poligami dikarenakan
istri tidak bisa melaksanakan kewajiban diberikan di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tentang izin
poligami karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan
mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ini sekiranya
bermanfaat diantaranya:
B. Dari aspek teoritis
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pengalaman
khususnya di bidang ilmu hukum perkawinan di Indonesia.
b. Untuk menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai izin
poligami sebagai bahan hipotesis berikutnya.
C. Dari aspek empiris atau praktis
a. Dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan
pemantapan kehidupan bersama khususnya yang berkenaan dengan

































b. Memberikan pemikiran yang lebih mendasar kepada masyarakat agar
senantiasa berhati-hati jika ingin melakukan praktik poligami.
G. Definisi Operasional
Skripsi ini berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tentang Izin
Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban.
Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak
penafsiran bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau
mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam
penelitian ini20. Istilah-istilah yang terkait dalam masalah tersebut antara
lain sebagai berikut:
1. Analisis Yuridis: Metode analisis menggunakan hukum positif yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Putusan Pengadilan Agama: Hasil dari suatu kepastian hukum yang
mengandung ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian oleh Hakim
terhadap suatu perkara.
3. Izin Poligami: Pengupayaan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan dari majelis hakim dalam melakukan perkawinan lebih dari satu
20 Andi Prastowo, Memahahi Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011),
115.

































Dalam Putusan ini terdapat permasalahan yang dilakukan pihak
Pemohon kepada Termohon dalam permohonan izin poligami dengan pihak
yang akan dinikahi. Bahwa alasan pemohon berpoligami adalah
dikarenakan termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban dan termohon
tidak keberatan apabila pemohon ingin melaksanakan pernikahan tersebut.
Dalam hal ini pertimbangan hakim pada putusannya merujuk pada
Undang-undang yang sesuai dengan prosedur diperbolehkannya berpoligami
meski alasan yang menjadi fakta hukum tidak sesuai.
H. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian normatif.
Yaitu, penelitian terhadap asas-asas hukum yang tercantum dalam
undang-undang. Hal ini karena pendekatan kajiannya adalah
perundang-undangan. Dalam pengumpulan bahan/data penyusun skripsi ini
agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan
metode desriptif-analisis, dimana peneliti akan mendeskripsikan masalah
kemudian menganalisanya.
1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut
dapat diperoleh. Dari data yang akan dikumpulkan di atas, maka sumber
data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber


































Sumber data primer adalah sumber data utama, atau dapat
disebut juga dengan sumber data pokok yang akan dikaji. Sumber
data primer dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017.
b. Sumber sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang
memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam
penelitian ini. Baik berupa data-data kepustakaan atau
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:
1. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Amir Nurrudin dan Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam
di Indonesia
5. Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan di Indonesia
6. Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah
7. Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami
8. Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian
































9. Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia
10. Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 1
11. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan
Praktik
12. Depag, RI, Mushaf Al Azhar Al Qur’an dan Terjemah
13. Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia
15. Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan
16. Saidun Fiddaroini, Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?
17. Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat
18. Istibsyaroh, Poligami Dalam Cita dan Fakta,
19. Arif Jamaluddin, Hadits Hukum Keluarga,
20. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,
21. Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2:
Muamalat, Munakahat, Jinayat
22. Mohammad Monib, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama
23. Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata
Islam
24. Khoiruddin Nasution,, Riba dan Poligami
25. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
26. Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia
27. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan
































Keserasian Al-Qur'an, vol 2, Surah Ali Imran Surah An-Nisa
28. Umar Sidiq, “Pro Kontra Poligami dalam Islam”, Dialogia
Jurnal Studi Islam dan Sosial, No. 2, vol 9
29. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
30. Sudarsono, Kamus Hukum
31. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D
32. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia
33. Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan
Teknis Penulisan Skripsi
34. Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam.
35. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam.
36. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
37. W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Documentary (studi kepustakaan), yaitu memperoleh data dengan
menelusuri dan mengumpulkan data-data yang di kumpulkan
berdasarkan arsip-arsip, berupa putusan perkara tentang pemberian
izin poligami, dan literature yang terkait dengan masalah itu. Dalam
hal ini adalah berupa salinan putusan perkara Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, kitab
Undang-undang, buku-buku yang relevan dengan pemberian izin
poligami.
































b. Interview (wawancara), yaitu teknik memperoleh data dengan tanya
jawab langsung secara lisan dengan Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang. Hakim yang ditunjuk oleh Dr. Hj. Lilik Muliana,
M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah
Hakim Drs. H. Moh. Ali Ridho, M.HES. Wawancara ini dilakukan
dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian
dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari
wawancara guna memperoleh data yang diperlukan yaitu
memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen
yang berupa buku-buku yang relevan dengan pemberian izin
poligami.
3. Teknik Pengolahan Data
Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan
mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti
mengelolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data
yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber
kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:21
a. Editing (pemeriksaan data) yaitu memeriksa kembali semua data
yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang berupa
salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari
berbagai segi yang meliputi kesesuaian identitas, permohonan,
pokok perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, juga dari
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rieneka Cipta,
2006), 156.
































segi keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta
relevansinya dengan penelitian.
b. Organizing yaitu mengatur, menyusun, dan mengolah data dalam
salinan penetapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan
deskriptif masalah yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan
dengan pembahasan tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017 Tentang
Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban.
4. Teknik analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya
dapat diinformasikan ke orang lain.22
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan
data secara rinci dan sistematis yang diperoleh penulis dengan
perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah
yang diangkat sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam dan
menyeluruh. Dalam penelitian ini pertama mendeskripsikan tentang
pemberian izin poligami oleh Hakim dengan sebab istri tidak bisa
melaksanakan kewajiban pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten
22 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.
































Malang kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Indonesia.
Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah pola
pikir deduktif, yaitu pola pikir yang didasarkan pada penarikan
kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dari pengertian
umum yang bersumber dari Undang-undang yang berkaitan dengan
masalah perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya,
selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus mengenai
masalah yang diangkat, yaitu pemberian izin poligami oleh Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena istri tidak bisa
melaksanakan kewajiban.
I. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan
terperinci pembahasannya, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini
menjadi kedalam lima bab. Masing-masing membahas permasalahan yang di
uraikan menjadi beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lain
saling berhubungan dan terkait secara sistematis. Untuk selanjutnya
sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:
Bab Pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar
Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian

































Bab Kedua mengenai Konsep Poligami Menurut Hukum Positif di
Indonesia yang berisi tentang Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Prosedur,
Pembatasan Poligami, dan Dampak Positif-Negatif Poligami. Pembahasan
ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan
pokok masalah penelitian beserta tinjauan dari berbagai hukum yang
berlaku.
Bab Ketiga mengenai Gambaran Putusan Perkara Nomor:
6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang berisi Deskripsi Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, meliputi Profil, Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, Struktur Organisasi, Wilayah Yurisdiksi, Tugas dan Fungsi
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta paparan Putusan Perkara Nomor.
6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg beserta implikasinya dan uraian
tentang hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Malang.
Bab Keempat mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017 tentang Izin
Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban yang berisi
analisis Latar Belakang Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa
Melaksanakan Kewajiban, dan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara Nomor:
6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa
































Melaksanakan Kewajiban serta Akibat hukum yang ditimbulkan.
Bab Kelima mengenai Penutup yang berisi kesimpulan dan saran
dari penulis.

































KONSEP POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A. Pengertian Poligami
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani,yaitu dari kata poly yang
artinya banyak, dan Gamein yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan.
Secara epistemologis poligami adalah suatu perkawinan yang banyak, atau
dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Seorang
laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan23.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian poligami adalah ikatan
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan
jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah
menjalankan atau melakukan poligami.24
Menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami secara istilah adalah
seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat
orang, sesuai yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan hidup
bagi suami istri dalam hidup berkelurga25. Menurut Soemiyati, poligami
dalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita
dalam waktu yang sama. Menurut Soerjono Soekamto, poligami adalah
suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah
23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka,1998), 799.
24 W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1984), 693.
25 Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.
































lebih dari seorang wanita.26
Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang
salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam
waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang
istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan27. Definisi
lain poligami menurut Sudarsono, mengartikan bahwa poligami merupakan
ikatan perkawinan diamana salah satu pihak mempunyai atau menikahi
beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.28
Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki
yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama
memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan
sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan
yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.29
Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seorang suami
beristri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya
sampai empat orang istri.30 Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu bentuk
perkawinan antara seorang laki-laki (suami) menikah dengan lebih dari
seorang perempuan (istri) dalam waktu yang bersamaan.
26 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan), cet 6 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Oktober,2007), 75.
27 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2007),43.
28 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992), 365.
29 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
(UI-Press) 2009), 56.
30 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 17.
































B. Dasar Hukum Poligami
Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Sebelum Islam
datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi
bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu disebut dengan poligami tak
berbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Para
istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh
keadilan.31
Islam memandang bahwa poligami akan lebih banyak mengandung
resiko daripada manfaatnya. Menurut fitrahnya, manusia itu mempunyai
watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan
mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga
yang melakukan praktik poligami. Dengan demikian poligami bisa menjadi
sumber konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anaknya.
Banyak sekali pendapat para fuqaha dan ulama modern yang
menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum yang
ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan
dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang
poligami dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 3, yang berbunyi :
 َعَﺎُﺑرَو َثَﻼُﺛَو َٰﲎْـﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبَﺎﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧَﺎﻓ ٰﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟا ِﰲ اُﻮﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو ◌ۖ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنَِﺈﻓ
 ْﻢُُﻜﻧَﺎَْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ ْوَأ ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﱠﻻَأ ◌ۚاﻮُﻟﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَأ َٰﱏَْدأ َﻚِﻟ َٰذ
31 Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2003), 111.
































Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.32
Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan
tentang poligami. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau
menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan
itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat
membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan33.
Akan tetapi banyak orang yang salah mengartikan penafsiran ayat
tersebut dengan pemahaman bahwa ajaran Islamlah satu-satunya yang
membolehkan poligami. Padahal tidak demikian Islam justru memberikan
persyaratan dan batasan tertentu kepada suami yang hendak melakukan
poligami. Seorang suami yang akan melakukan poligami harus dapat berbuat
adil dan terbatas pada empat orang istri saja. Adil yang dimaksud dalam hal
ini ialah perlakuan adil dalam memperlakukan istri seperti pakaian, tempat,
giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah bukan batiniyah.34
Islam juga memberikan peringatan kepada semua yang melakukan
poligami jangan sampai cenderung atau berpihak pada sebagian istri dan
membiarkan sebagian lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.
32 Depag, RI, Mushaf Al Azhar Al Qur’an dan Terjemah (Bandung : Jabal Roudotul Jannah, 2010),
77.
33 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 2 Surah Ali
Imran Surah An-Nisa, 324.
34 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 88.

































 ْﻢُﺘْﺻَﺮَﺣ ْﻮَﻟَو ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َْﲔَـﺑ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ْنَأ اﻮُﻌﻴِﻄَﺘْﺴَﺗ ْﻦَﻟَو ۖ◌ ِﺔَﻘﱠﻠَﻌُﻤْﻟﺎَﻛ ﺎَﻫوُرَﺬَﺘَـﻓ ِﻞْﻴَﻤْﻟا ﱠﻞُﻛ اﻮُﻠِﻴَﲤ َﻼَﻓ ◌ۚ ْنِإَو
ﺎًﻤﻴِﺣَر ًارﻮُﻔَﻏ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَِﺈﻓ اﻮُﻘﱠـﺘَـﺗَو اﻮُﺤِﻠْﺼُﺗ
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu
Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.35
Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan
Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya,
tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka
kondisi yang mungkin terjadi.36
Seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari seseorang, tetapi
dibatasi hanya empat orang saja. Tujuannya untuk menjaga terjadinya
perzinahan 37 . Karena terkadang dalam suatu keadaan tertentu seorang
laki-laki itu membutuhkan perempuan lebih dari satu.38
Pemikir Islam modern, salah satunya Muhammad Abduh,
berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.
Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Alquran, menurut
sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada
saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau
35 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., 93.
36 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 2 Surah Ali
Imran Surah An-Nisa, 325.
37 Mas'ud, Ibnu, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 324.
38 Arif Jamaluddin, Hadits Hukum Keluarga (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 178.
































suaminya saat berperang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat,
kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.39
Humaidy menyimpulkan, bahwa Islam bukan menciptakan
Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan
ketentuan dan jumlah tertentu. Alquran tidak menyuruh poligami, tetapi
hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan
sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil, sebagaimana
disebutkan pada surat An-Nisa’ ayat 129.40
Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan
67 pasal dan untuk implementasinya dilengkapi pada Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 yang mulai diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1
Oktober 1975.41
Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas
monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam pasal 3 ayat 1
yang menyatakan pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang
istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas
monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak,
tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan
monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan
39 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta: Academia, 1996), 83.
40 Ibid., 104.
41 Mohammad Monib, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama (Jakarta; Sinar Grafika, 2009),
137.
































lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami42.
Ketentuan ini bukan bersifat limitatif karena di dalam pasal 2 ayat
(2) disebutkan, Pengadilan dapat memberi ijin pada seorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang
bersangkutan.  Ketentuan pasal ini membuka kemungkinan seorang suami
dapat melakukan poligami dengan ijin dari pengadilan, hal ini erat kaitannya
dengan berbagai macam agama yang dianut masyarakat karena ada agama
yang melarang untuk berpoligami dan agama yang
membenarkan/membolehkan seorang suami untuk melakukan perkawinan
poligami.43
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal yang menjelaskan
tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59, ketentuan dalam
pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam
Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan
poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat
dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami. Dalam Pasal 56
ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang
harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan
bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan
dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum.
42 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Oktober, 2007), 77.
43 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Bandung: Mandar Maju,
Agustus, 1997), 18.
































Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami
bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan
Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama. Seorang suami dapat
melakukan poligami atas izin pengadilan agama apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.
Dengan adanya penjelasan tersebut di atas, tampaknya telah jelas
bahwa poligami bukan hanya sarana pemuas nafsu belaka, akan tetapi
kebolehan poligami sebenarnya mempunyai maksud dan jangkauan yang
lebih luas yaitu demi kemaslahatan manusia pada umumnya.
C. Alasan poligami
Kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah
pengecualian, untuk itu Undang-Undang mencantumkan alasan-alasan yang
memperbolehkan hal tersebut.44
Alasan-alasan berpoligami itu sering kali dikatakan berdasarkan
pada ajaran Islam. Dalam prakteknya selalu terjadi kedhaliman dengan
ketidakadilannya itu. Alasan-alasan berpoligami yang tidak terbukti
kebenaran dasarnya apada ajaran Islam akan tampak dengan lebih jelas
bahwa alasan-alasan itu tidak bisa dipedomani. Berikut alasan-alasan yang
sering dipakai untuk berpoligami.45
44 Amir Nurrudin dan Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2004), 161.
45 Saidun Fiddaroini, Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami? (Surabaya: Jauhar Surabaya,
Oktober, 2009), 53.
































1. Untuk Mendapatkan Keturunan
Ada pendapat yang memperbolehkan berpoligami untuk
mendapatkan keturunan. Namun Alquran dan Hadith tidak
memerintahkan berpoligami dengan alasan apapun, termasuk untuk
mendapatkan keturunan. Pernikahan yang dibentuk dengan tali yang
kokoh tidak layak kalau timbul permasalahan dalam pernikahan itu
hanya karena adanya keinginan yang sepihak, yakni keinginan untuk
mempunyai anak dengan cara poligami. Jelas sekali bahwa alasan
berpoligami untuk mendapatkan keturunan tidak berasal dari ajaran
Islam.46
2. Keadaan Darurat
Ada anggapan bahwa tidak ada dasar untuk menutup pintu poligami
serapat-rapatnya, maka dimunculkan istilah "pintu darurat kecil".
Keadaan darurat itu menimbulkan suatu tindakan yang tidak
dikehendaki tetapi harus dilakukan dengan terpaksa. Keadaan ini
dicontohkan dengan pengandaian, yakni kalau seorang istri tidak mampu
melayani suaminya secara biologis, misalnya karena sakit parah.47
3. Menghindari Perzinahan
Islam tidak menyuruh berpoligami sebagai jalan keluar dari
pandangan mata maksiat atau perzinahan. Ada pendapat yang
menyatakan bahwa berpoligami itu dibolehkan dengan alasan bahwa
monogami itu dapat berdampak pada hubungan ilegal di luar pernikahan
46 Ibid., 55.
47 Ibid., 55.
































dan prostitusi. Memperbolehkan poligami dengan alasan menghindari
perzinahan adalah bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam. Poligami
bukan jalan keluar dari perzinahan. Meskipun sudah berpoligami masih
tetap saja berpeluang untuk berzina dengan yang lainnya.48
4. Melatih Diri Berlaku Adil
Islam tidak akan mungkin mengajarkan latihan berlaku adil dengan
cara berpoligami, karena Alquran menjelaskan bahwa siapa saja yang
berpoligami tidak akan mampu berlaku adil sesuai dengan QS.
An-Nisa’(4) ayat 129. Poligami dengan alasan untuk melatih diri dan
meningkatkan kemampuan membiayai dan berlaku adil sangat dekat
dengan kesombongan, hal ini tidak sesuai dengan berdasarkan pada
ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam tidak mengajarkan
kesombongan di dalamnya.49
5. Menjinakkan Nafsu yang Liar
Tidak semua keinginan harus dipuaskan, meskipun kelihatannya
dihalalkan atau diperbolehkan. Islam tidak mengajarkan bahwa poligami
dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk memuaskan nafsu. Sebaliknya,
Islam mengajarkan agar berpuasa dengan baik untuk meredam gejolak
nafsu syahwat yang kuat, dan Islam menganjurkan untuk menikah agar
dapat merundukkan pandangan syahwat. Sungguh sangat naif jika
menyandarkan pada Alquran alasan bolehnya berpoligami karena
48 Ibid., 58.
49 Ibid., 60.

































6. Kelebihan Jumlah Perempuan
Berpoligami dengan alasan kasihan pada kaum perempuan yang
tidak bersuami karena jumlahnya lebih banyak dari pada kaum laki-laki
merupakan kebalikan dari poligami dengan alasan darurat. Pada kasus
poligami yang darurat saja sudah kelihatan bahwa alasannya dibuat-buat,
maka pada kasus ini tampak nyata bahwa alasan tersebut dibuat agar
poligaminya dianggap sebagai suatu kebaikan.51
7. Membesarkan Asma Allah
Poligami yang didasarkan pada Allah Swt, tidak akan menimbulkan
masalah. Pernyataan tersebut tidaklah benar. Sebab, Islam tidak
mendidik hati melalui poligami. Demikian juga untuk membesarkan
asma Allah tidak perlu dengan berpoligami. Pada umumnya orang-orang
yang banyak berdzikir dan membesarkan asma Allah Swt sangat
berhati-hati dan sibuk bertasybih sendiri.52
8. Melindungi Kaum Perempuan
Biasanya perempuan yang dimaksudkan adalah seorang janda,
namun apabila niat untuk menolong dan melindungi tersebut didahului
dengan memperhatikan kecantikan janda maka poligami dengan alasan
demikian ini jelas tidak berdasarkan Alquran dan Hadith.53





































Menikah dengan seorang perempuan itu melaksanakan sunnah Nabi,
tetapi Nabi tidak pernah memerintahkan untuk berpoligami dengan
alasan apapun. Dakwah itu merupakan suatu keharusan, tetapi dakwah
itu tidak harus dengan berpoligami. Nabi Muhammad Saw menikah
dengan salah satu istri nya bernama Juwairiyah adalah untuk berdakwah
sehingga diikuti oleh sekian banyak kaum Bani Musthaliq yang masuk
Islam. Namun kenyataan nya orang berpoligami meskipun dengan niat
berdakwah tapi tidak diikuti dengan orang lain atau keluarganya untuk
masuk Islam. Jadi, berpoligami untuk mengikuti sunnah Nabi dan
dakwah ini hanyalah upaya untuk melegalkan saja agar dianggap layak
untuk berpoligami.54
10. Kebolehan Berpoligami
Alquran Surat An-Nisa’(4) ayat 3 dijadikan sebagai dasar bolehnya
berpoligami. Koreksi alasan berpoligami dengan dasar demikian adalah
koreksi terhadap pemahaman maksud ayat yang dianggap
memperbolehkan poligami. Tidak ada ayat Alquran yang menyatakan
bolehnya berpoligami tanpa resiko dosa berbuat aniaya yang dilarang
oleh Islam.55
Al-Syarawi, tidak mempermasalahkan menikah lebih dari satu, asal
tidak dengan anak yatim. Tetapi ia mensyaratkan bolehnya poligami dengan
54 Ibid., 68
55 Ibid., 69
































alasan di antaranya56 :
1. Prosentase kaum perempuan meningkat tajam dibanding laki-laki.
2. Frekuensi dorongan seksual pada laki-laki lebih tinggi dibanding
perempuan.
3. Istri mandul atau menderita penyakit kronis.
4. Total kaum laki-laki menurun akibat peperangan.
5. Harus adil, dan tidak mendiskreditkan istrinya dengan pembedaan dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban, tidak membeda-bedakan para istri
dengan unsur kesengajaan.
D. Prosedur Poligami
Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin
berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena
syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak
terlalu banyak mengalami permasalahan. Adapun syarat-syarat poligami
yang telah ditentukan diantaranya yaitu:
1. Di dalam KHI
Prosedur poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab
IX yaitu pasal 55-59. Sebagaimana berikut:57
Pasal 55
1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas
56 Istibsyaroh, Poligami Dalam Cita dan Fakta, (Jakarta: Belantika PT Mizan Publika, September
2004) 38-39
57 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. 3, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
2012), 16-17
































hanya sampai empat istri.
2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya.
3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
Pasal 56
1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat
izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan
hukum.
Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 58
1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
a. Adanya persetujuan istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka.
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya
sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu
mendapat penilaian Hakim.

































Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin
untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan
yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar
istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap
penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
2. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Prosedur poligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Bab I yaitu pasal 4 dan 5. Sebagaimana berikut:58
Pasal 4
1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya.
2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
5. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
6. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
7. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5
1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka;
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama
58 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 78-79.
































sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
Apabila dibandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam
dan menurut Undang-Undang Perkawinan maka walaupun secara sepintas
persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak
sama. Namun apabila dikaji lebih lanjut kedua peraturan ini mempunyai
persamaan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan itu
adalah sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang
bahagia rukun dan kekal untuk selamanya.
Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa
pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu perkecualian yang hanya
diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan
yang harus dipenuhinya. Jadi tidak setiap pria boleh melaksanakan
poligami.59
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
menutup kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang dengan ketentuan
jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat
orang istri. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa suami mampu
berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak
mungkin dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Di
samping itu suami juga harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan
59 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Oktober, 2007), 80.

































Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal perkawinan
poligami yang diatur dalam Bab VIII pasal 40-44 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana berikut :61
Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka
ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin
lagi, ialah :
a) bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan;
c) bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,
persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang
ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
b) surat keterangan pajak penghasilan; atau
c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau
janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Pasal 42
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan
41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang
bersangkutan.
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat
permohonan beserta lampiran-lampirannya.
60 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Bandung: Mandar Maju,
Agustus, 1997), 19.
61 https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf diakses pada tangga l 8 Oktober 2018.

































Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon
untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan
putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
Pasal 44
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin
Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.
Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi
permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama
memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang
kepada pemohon yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam pasal 14
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1975 yaitu62:
1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka
ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai
alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat
tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan
surat-surat lain yang diperlukan.
2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang
diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan
mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur
dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi
permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama
memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari
seorang kepada pemohon yang bersangkutan.
E. Pembatasan Poligami
Disamping itu pembolehan ini diberikan dengan
pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang
62 Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, April, 1999), 184.
































mendesak. Pembatasan-pembatasan itu adalah63:
a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang,
seperti yang tersebut dalam Alquran Surat An-Nisa’(4) ayat 3 :
"...............maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,
tiga, atau empat,.................".
Dipertegas dengan adanya hadist Nabi riwayat an-Nasai, yang
menceritakan bahwa Nabi menyuruh Gailan bin Salamah al Tasqafy,
seorang musyrik Mekah yang baru masuk Islam dan beristri lebih dari
sepuluh orang agar menceraikan istri-istrinya yang lebih dari empat
orang, dan hanya boleh meneruskan hubungan perkawinannya hanya
dengan empat orang saja. Mengenai siapa-siapa yang akan dipilih
diserahkan kepadanya.
b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya.
c. Wanita yang akan dikawini lagi seyogyanya adalah wanita yang
mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak tersebut berada di
bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan
supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim
tersebut.
Namun ada pendapat lain pula yang menyatakan jika seorang
laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak
perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini
dalam QS. An-Nisa’(4) ayat 3 bukanlah sebagai hasil dari pemahaman
63 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Oktober, 2007), 75.
































secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat
berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk
menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat
berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.64
d. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan
saudara, baik sedarah ataupun sepersusuan. Hal ini disebut dengan jelas
dalam Alquran surat An-Nisa’(4) ayat 23.
Akan tetapi, sekalipun dibuka kesempatan untuk beristri lebih dari
seorang, seorang suami harus memenuhi syaratnya yang amat berat, yaitu
adil, baik dalam masalah materi maupun immateri. Lantaran sikap adil
tersebut sulit dicapai oleh manusia pada umumnya, Allah menekankan
bahwa seorang suami hendaknya beristri satu saja.65
F. DAMPAK POSITIF-NEGATIF POLIGAMI
Ada beberapa dampak positif dalam poligami66:
1. Terhindar dari perbuatan maksiat dan menekan banyaknya prostitusi;
2. Poligami akan memungkinkan wanita mendapatkan haknya akan dicintai dari
suami dan hak menjadi ibu yang mungkin tidakakan terlaksana karena distem
monogami;
64 Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 1(Bandung: CV Pustaka Setia, Februari
1999) ,132.
65 Mas'ud, Ibnu, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 325.
66 http://rotiptrip.blogspot.com/2017/10/positif-dan-negatif-poligami.htl?m=1 diakses pada 19
Oktober 2018
































3. Anak yang dilahirkan mempunyai legal formal dan status resmi;
4. Menekan peningkatan jumlah kelahiran perempuan;
5. Mencegah banyaknya perempuan yang menjanda
Ada beberapa sisi negatif dalam poligami yaitu67 :
a. Segi psikologis
Dalam hubungan perkawinan, yang paling utama dan
mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan
perasaan. Keduanya tersebut tidak dapat dipecah dan dibagi.
Adanya permusuhan di antara istri-istri menyusahkan suasana
kehidupan rumah tangga. Karena sering terjadi kemarahan dari
istri-istri yang disebabkan gejolak dari rasa cemburu yang sukar
diatasi. Hal tersebut mempengaruhi psikologis dari setiap
anggota keluarga.
b. Segi pandang pendidikan anak
Poligami membuka jalan pertentangan antara dua istri, dan dalam
kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah
tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban
berubah menjadi medan pertengkaran. Pertengkaran istri-istri yang
dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi saudara
seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Demikian juga
pendidikan anak akan terganggu. Lingkungan keluarga yang
merupakan sekolah pertama bagi anak-anak dan yang seharusnya
67 Istibsyaroh, Poligami Dalam Cita dan Fakta (Jakarta: Belantika PT Mizan Publika,,
September, 2004), 79.
































menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan, berubah
menjadi lembaga perseteruan.
c. Mendapat tekanan sosial
Masyarakat menganggap buruk pelakunya, namun pihak
perempuan yang akan dipoligami yang akan lebih mendapatkan
tekanan. Perkawinan poligami dianggap sesuatu yang tabu oleh
masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang memilih tidak
menyetujui dan sepaham dengan perkawinan tersebut.
d. Mendapat tekanan legal
Bagi Pegawai Negeri Sipil perkawinan poligami memiliki banyak
konsekuensi. Terlebih dahulu harus memiliki izin tertulis dari pejabat
selain memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Terdapat pelarangan
Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua,
ketiga dan keempat dari seorang pria yang berkedudukan sebagai
Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
e. Mendapat tekanan ekonomis
Poligami mempunyai syarat yang utama selain dari
perizinan seorang istri, yakni harus mampu bersikap adil untuk
seluruh anggota keluarga. Adil tidak hanya terbatas pada
perasaan hati dan kasih sayang, adil dalam kebutuhan juga harus
terpenuhi. Sehingga  diperlukan biaya yang besar untuk
































mencukupi kebutuhan lebih dari seorang istri.

































GAMBARAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan
diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama
Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten
Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax.
(0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah
pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2,
berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari
1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997
dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang
nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang
Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di
Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah
Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertifikat Hak Milik
nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah
bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah
tersebut, sekarang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen
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Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya
Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan
sertifikat Nomor 6 tahun 2005.
Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12
tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh
peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas
IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan
Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2
se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah
penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang
ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara
sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik
serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan
Mahkamah Agung RI.
Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor,
sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di
































Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen –
Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Fax (0341)
399194, pa.kab.malang@gmail.com68.
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Dr. Hj.
Lilik Muliana, M.H. dan Drs. H. Supadi, MH. sebagai wakil ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
Jumlah hakim yang aktif dan sedang bertugas sampai saat ini
terdapat 13 (tiga belas) orang, yaitu: Drs. Akhmad Syaukani, S.H, M.H.,
Drs. Hasim, M.H., Drs. H. Abu Syakur, M.H., Miftahorrahman, S.H,
M.H., H. Syadili Syarbini, S.H., H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.Sy., H.
Edi Marsis, S.H, M.H., Drs. Masykur Rosih., Drs. Ali Wafa, M.H., Drs.
Asfa'at Bisri., M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H., Drs. Muhammad Hilmy,
M.H.E.Sy., dan Hermin Sriwulan, S.H.I, S.H, M.H.I.
Tabel 1.1
Jumlah panitera dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang
terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu:
No. Nama-nama Panitera Pengadilan Agama Jabatan
1 Singgih Setyawan. S.H. Panitera
68 http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah diakses pada 7 oktober 2018.
































2 Agus Azzam Aulia, S.H, M.H. Wakil Panitera
3 Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H. Panitera Muda Permohonan
4 Nur Kholis Ahwan, S.H, M.H. Panitera Muda Gugatan
5 Widodo Suparjiyanto, S.H.I, M.H. Panitera Muda Hukum
Dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
panitera dibantu oleh 19 (sembilan belas) anggota sebagai panitera







Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
Abdul Hamid
Ridho
Mastur Ali, S.H. Umar Tajudin, S.H. Parnoto
Hamim, S.H. Heri Susanto, S.H. Muhamad Alfan
H. Lutfi, S.H. M.H. Hadijah Hasanuddin, S.H. M.H. Sutik
Fuad Hamid Aldjufri, S.H. M.H.
Wiwin Sulistiyawati, S.H.,
M.H.
Aimatus Syaidah, S.Ag. Hera Nurdiana, S.H.
































Margono, S.Ag., S.H., M.H. Mohamad Makin, S.H.
Dra. Hj. Siti Djayadininggar Arifin, S.H.
Homsiyah, S.H. Zainul Fanani, S.H.
Ricky Izki Rahmawan
Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama terlampir.69
3. Wilayah Yurisdiksi
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi
wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu
(asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001
telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan
Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri
dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan,
khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan
meliputi 23 desa /kelurahan.
4.  Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
69 http://www.pa-malangkab.go.id/home2/struktur diakses pada 7 oktober 2018.
































Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah
kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara
tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun
pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama
islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta
ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50
Tahun 2009.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut70 :
a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi.
70 http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas diakses pada 7 oktober 2018.
































b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum
Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila
diminta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama
Islam.
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk
pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum
dan sebagainya.
B. Gambaran Putusan Perkara Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
1. Deskripsi Singkat Perkara
Adapun dalam gambaran perkara No:6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.
Tentang izin poligami adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon dalam
surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017 yang didaftarkan di
































kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor
6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, telah mengajukan permohonan izin
poligami antara pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang melawan termohon,
umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
Kabupaten Malang.
Kemudian dalam hal ini bahwa pemohon adalah Suami sah dari
termohon telah menikah pada bulan April tahun 2001 dan tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dengan Akta
Nikah nomor: 324/06/I V/2001, mereka tinggal bersama sebagai suami
istri di rumah Pemohon dan Termohon di Perum Asrikaton H-5/I, RT.11
RW.09 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan telah di
karuniai empat orang anak yang telah berumur 15 tahun, 9 tahun, 4
tahun, dan 2 tahun.
Adapun pekerjaan dari pemohon adalah pekerja swasta yang dapat
berpenghasilan setiap bulannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
Bahwa Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon (Calon Istri
Kedua Pemohon) tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada
larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut
syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.71
71 Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.
































Alasan yang di kemukakan dalam perkara ini untuk dapat poligami
adalah dikarenakan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban dan
Termohon tidak keberatan apabila Pemohon melaksanakan pernikahan
dengan calon istri kedua Pemohon. Kemudian syarat-syarat yang
dipenuhi dalam perkara ini adalah persetujuan dari istri pertama jika
pemohon menikah lagi (poligami), Pemohon sanggup memenuhi
kebutuhan hidup istri-istri dan anak anaknya sebagai pegawai Swasta
dengan penghasilan perbulan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan
Sanggup berlaku adil kepada istri-istri beserta anak-anaknya.
Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang
berdiri bangunan rumah dengan luas 77 m2 dengan sertifikat hak milik
No.02379 Desa Asrikaton, yang terletak di Perum Asrikaton Indah H-8/3
RT.06 RW.09 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
Pemohon meminta agar harta bersama tersebut juga ditetapkan sebagai
harta bersama Pemohon dan Termohon.
Hal tersebut diatas pihak yang akan berpoligami memohon kepada
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenan memeriksa
perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan
Permohonan Pemohon yaitu memeriksa perkara izin poligami tersebut,
Menetapkan, Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua, Menetapkan harta
































bersama berupa tanah pekarangan yang berdiri sebuah bangunan rumah
Nomor sertifikat hak milik No.02397 adalah harta bersama Pemohon
dan Termohon, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, dan
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon yang
diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon nyata hadir di
persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak dengan memberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian
Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk
menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H.
Aly Muddin, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang
menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal.72
2. Putusan Majelis Hakim
Dalam hukum acara di setiap persidangan di peradilan terdapat
tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus izin poligami ini, para
pihak baik Pemohon maupun Termohon selain memberikan bukti tertulis
juga menghadirkan saksi-saksi sebagai penguat dari pada pernyataan
masing-masing pihak ditambah dengan pengakuan istri itu sendiri.
a. Saksi-Saksi
Adapun saksi I berumur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi pertama ini
72 Ibid.
































adalah tetangga dari Pemohon begitu juga Saksi mengetahui
Pemohon mengajukan Permohonan izin hendak menikah lagi dengan
seorang perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram
dengan Pemohon, adapun tempat tinggal di Kabupaten Malang.
Saksi hanya mengetahui alasan lain selain istri tidak bisa
menjalankan kewajiban adalah jika Pemohon mengajukan izin
poligami dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon
sudah saling mencintai dan Termohon tidak keberatan apabila
Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua
Pemohon. Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu
memiliki sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di
atasnya.
Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel sepeda,
tempat tinggal di Kabupaten Malang. Bahwa Saksi adalah sahabat
Pemohon, adapun keterangan yang di berikan oleh saksi kedua ini
sama dengan keterangan saksi I, yakni Saksi mengetahui Pemohon
mengajukan Permohonan izin hendak menikah lagi dengan seorang
perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram dengan
Pemohon, adapun tempat tinggal di Kabupaten Malang.
Saksi hanya mengetahui alasan lain selain istri tidak bisa
menjalankan kewajiban adalah jika Pemohon mengajukan izin
poligami dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon
































sudah saling mencintai dan Termohon tidak keberatan apabila
Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua
Pemohon. Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu
memiliki sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di
atasnya. 73
b. Pengakuan Termohon
Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan
jawaban yang pada pokoknya bahwa Nama Termohon, umur 38
tahun, Agama Islam, alamat di Kabupaten Malang, dalam perkara
ini sebagai Termohon, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan
suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2001, Telah
dikaruniai 4 anak bernama Anak Kandung I umur 15 tahun, Anak
Kandung II umur 9 tahun, Anak Kandung III umur 4 tahun, Anak
Kandung IV umur 2 tahun. Termohon rela dan tidak keberatan jika
Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua
Pemohon.
Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri
dan anak-anak Pemohon, Termohon tidak hawatir diperlakukan
tidak adil oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon selama dalam
ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama baik bergerak
maupun tidak bergerak. Atas jawaban Termohon tersebut, tertulis di
73 Ibid.
































dalam Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dan bermaterai cukup
yang di sebut dengan P.6.74
Pada persidangan tanggal 21 Maret 2018 saat perkara diputus,
Termohon tidak lagi hadir dalam persidangan, dan tidak adanya
kehadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang dibenarkan
menurut hukum. Dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu
apapun dan memohon putusan.
3. Hasil Putusan
Setelah Majelis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian
para saksi dari masing-masing pihak, bahwa Pemohon dan Termohon
membenarkannya. Atas permohonan izin poligami tersebut, Termohon
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan
permohonan Pemohon. Kemudian pengakuan Pemohon di depan
persidangan yang mengemukakan bahwa ia mampu membiayai hidup
dua orang istri serta dapat berlaku adil. Juga dilengkapi dengan
pemberian bukti tertulis berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13
yang telah bermaterai cukup sehingga secara formil bukti surat tersebut
dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim. Maka dapat
disimpulkan bahwa permohonan Pemohon dalam putusan Pengandilan
Agama Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017 didasarkan pada
keinginan Pemohon untuk beristri lagi dengan seorang wanita, dengan
74 Ibid.
































alasan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.
Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan
para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau poligami
dengan calon istri kedua Pemohon;
3) Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut
sebidang tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di Kabupaten
Malang;
4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.571.000,-
(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah dalam
sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya
Termohon.75
c. Pertimbangan Majelis Hakim
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan
bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi persyaratan beristri lebih dari
75 Ibid.
































seorang, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka, sebagai maksud ketentuan pasal 5
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang akan beristri lebih dari seorang harus
memenuhi pula salah satu syarat yaitu: istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan istri tidak keberatan
untuk di madu yang selanjutnya ditegaskan kembali secara lisan di
depan persidangan.76
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon dengan satu istri dan empat orang anak
sudah mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan
keempat anaknya tersebut sehingga Pemohon dipandang mampu
menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, apabila Pemohon
di berikan izin untuk menikah lagi. Sehingga, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa
permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi syarat untuk
beristri lebih dari seorang dan karenanya permohonan Pemohon
76 Ibid.

































Dalam salinan putusan yang sudah diteliti oleh penulis ada
pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Hakim memberikan pasal
4 ayat 2 huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi
"Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" sebagai
pertimbangan diperbolehkan poligami. Perlu analisis, di dalam putusan
tersebut tidak dijelaskan mengenai bagaimana kewajiban istri tersebut
yang tidak dapat dijalankan. Sehingga dapat menimbulkan keraguan
dalam pertimbangan hakim. Sebab antara fakta hukum yang terjadi tidak
sesuai dengan Undang-Undang yang akan dapat berakibat batal demi
hukum.
Selanjutnya, pertimbangan kedua pemberian izin poligami dalam
perkara No.6698/Pdt.G/2017/PA.KAb.Mlg adalah dengan adanya Dalil
yang tercantum dalam QS. An-Nisa'(4) ayat 3 yang menyebutkan bahwa
seorang suami boleh menikah lebih dari satu istri, dan terbatas hanya
empat istri. Dengan ketentuan suami dapat berlaku adil bagi istri-istri
dan anak-anaknya.
Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, bahwasanya dalam hal Hakim memberikan pertimbangan pasal
4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 sebagaimana
berbunyi Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah
77 Ibid.
































dikarenakan adanya alasan bahwa :
1. Dalam menjalankan hubungan biologis sang istri durasi dalam
berhubungan menurun sehingga sang suami tidak mendapat
kepuasan seperti yang diinginkan. Menurunnya durasi dalam
berhubungan biologis bisa dari faktor makanan yang menyebabkan
stamina tidak terjaga, faktor kurang beraktivitas/berolahraga dan
penggunaan alat kontrasepsi (KB) yang memicu ketidakstabilan
hormon pada istri.
2. Istri tidak dapat melaksanakan kewajiban secara maksimal karena
sebenarnya batas melahirkan perempuan adalah umur 35 tahun dan
akan sangat berbahaya jika memiliki usia lanjut. Adanya faktor
monopouse dini pada usia 40 tahun pada saat ini, dan terlalu
minimnya hubungan biologis yang akan menyebabkan kurang
harmonisnya kasih sayang dalam rumah tangga.
Alasan-alasan tersebut tidak dikemukakan di dalam putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah dikarenakan termohon
meminta hal tersebut untuk tidak dimasukkan kedalamnya, maka sesuatu
hal privasi dan tidak etis untuk dipublikasikan ke khalayak umum
sehingga Hakim mengambil garis besar dalam alasan poligami tersebut
tanpa diperinci lebih detail guna kebaikan dari keluarga pemohon
poligami.
































Pertimbangan Hakim yang lain adalah bahwasannya izin
poligami harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, dimana
pemohon dan termohon sudah cukup dirasa memenuhi syarat-syarat
tersebut. Maka hakim tidak perlu menanyakan sejauh mana usaha
pemohon untuk mengatasi kebutuhan biologisnya karena pandangan
hakim ketika istri atau termohon sudah memberikan izin untuk pemohon
berpoligami dan alasan bahwa istri tidak dapat melaksanakan
kewajibannya maka itu sudah menjadikan alasan kuat hakim untuk
memberikan izin poligami dari pada nantinya akan terjerumus ke dalam
zina dan kemudhorotan yang jauh lebih besar.78
78 Hakim Drs. H. Moh. Ali Ridho, M.HES, wawancara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 23
Oktober 2018.

































ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG NOMOR: 6698/PDT.G/2017 TENTANG IZIN
POLIGAMI SEBAB ISTRI TIDAK BISA MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
A. Analisis Latar Belakang Pemberian Izin Poligami Sebab Istri Tidak Bisa
Melaksanakan Kewajiban di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Poligami adalah suatu ikatan perkawinan dalam hal mana seorang
suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Namun Islam
membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan
syarat-syarat yang ketat terutama bisa bersikap adil untuk istri dan
anak-anaknya.
Demikian pula sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yaitu :
 َعَﺎُﺑرَو َثَﻼُﺛَو َٰﲎْـﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبَﺎﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧَﺎﻓ ٰﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟا ِﰲ اُﻮﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو ◌ۖ
 ْﻢُﻜُﻧَﺎَْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ َْوأ ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنَِﺈﻓ ◌ۚاﻮُﻟﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَأ َٰﱏَْدأ َﻚِﻟ َٰذ
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, ............."
Selanjutnya pada QS. An-Nisa ayat 129 yang artinya :
 ـَﺑ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ْنَأ اﻮُﻌﻴِﻄَﺘْﺴَﺗ ْﻦَﻟَو ْﻢُﺘْﺻَﺮَﺣ ْﻮَﻟَو ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦْﻴ ◌ۖﺎَﻫوُرَﺬَﺘَـﻓ ِﻞْﻴَﻤْﻟا ﱠﻞُﻛ اﻮُﻠﻴِﻤَﺗ َﻼَﻓ
 ِﺔَﻘﱠﻠَﻌُﻤْﻟﺎَﻛ ◌ۚ ًﻢﻴِﺣَر ًارﻮُﻔَﻏ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَِﺈﻓ اﻮُﻘﱠـﺘَـﺗَو اﻮُﺤِﻠْﺼُﺗ ْنِإَوا
































"Dan tidak akan ada kekuatan dalam diri kamu untuk
memperlakukan istri-istrimu secara adil, meskipun kamu ingin
sekali melakukaknnya, dan oleh karena itu, janganlah kamu terlalu
cenderung kepada yang satu sehingga mengabaikan yang lai,
membiarkannya dalam keadaan seperti mempunyai atau tidak
mempunyai. ................."
Di dalam kedua ayat tersebut mengandung arti bahwa sebenarnya
bukan pada kebolehan berpoligami, tetapi bagaimana dapat berlaku adil.
Sehingga dalam berpoligami menurut KHI maupun Undang-undang
Perkawinan yang berlaku, seorang suami harus mampu memenuhi syarat dan
alasan-alasan yang sesuai dalam melakukan poligami.
Jadi jika disederhanakan melalui pandangan normatif Alquran, maka
akan terlihat dua persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki suami ketika
ingin berpoligami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus
memiliki finansial yang berlebih dimana tolak ukurnya bukan hanya
menafkahi seorang istri dan anaknya, namun juga berbagai keperluan
tambahan jika menikahi seorang, dua orang, atau lebih perempuan. Kedua,
seorang lelaki harus mampu bersikap adil kepada seluruh istri dan
anak-anaknya, baik dari segi waktu, finansial, maupun kasih sayang.
Meskipun dalam kenyataan nya perasaan cinta dan kasih tidak akan dapat
terbagi sedemikian rupa.
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang
paling banyak dibicarakan, karena banyak tanggapan yang menyatakan
bahwa poligami merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Sedangkan jika dilihat dari sudut lain, poligami juga merupakan salah satu
































jalan untuk mencegah kemudharatan dan kemafsadatan yang akan banyak
terjadi di kalangan masyarakat.
Sehingga berkenaan dengan hal itu, maka baik dari Kompilasi
Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan menyepakati adanya
syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta alasan-alasan untuk berpoligami,
diantaranya yaitu pasal 55 dan 57 KHI dan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1)
dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Meskipun
sepintas persyaratan-persyaratan tersebut tidak sama. Namun keduanya
memiliki tujuan yaitu menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia
rukun dan kekal untuk selamanya. Hakim merupakan seseorang yang
berpengaruh dalam hal untuk mengambil putusan dengan mempertimbangkan
keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.
Perkara dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg ini bermula dari Pemohon yang
mengajukan permohonannya untuk melakukan poligami dengan alasan istri
tidak bisa melaksanakan kewajiban dan Termohon menyatakan kerelaannya
untuk dimadu. Pemohon berumur 38 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA
bekerja sebagai swasta. Dan memberikan surat kuasa khusus nomor:
2854/Kuasa/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 memberi kuasa kepada Budi
Supangat, S.H. Melawan Termohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan swasta. Izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua
Pemohon yang berinisial S umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan swasta, dengan status perawan.
































Pemohon dan Termohon merupakan istri yang sah yang dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kutipan
Akta Nikah Nomor : 324/06/IV/2001 tanggal 12 April 2001. Dan selama
menikah mereka mempunyai anak 4 (empat) keturunan: umur 15 tahun, umur
9 tahun, umur 4 tahun, dan umur 2 tahun, Yang saat ini kedua anak tersebut
berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan Termohon tidak
bisa melaksanakan kewajiban dan Termohon juga tidak berkeberatan apabila
Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon.
Kemudian majelis hakim memutuskan atau mengadili :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi /poligami
dengan seorang perempuan berinisial S.
3. Menetapkan harta benda bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.
1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Dalam memutuskan perkara ini hakim bertumpu kepada teks
Undang – undang artinya hakim menerapkan serta menyamakan kejadian
dengan Undang – undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat
aspek keadilan dan juga kemudhorotan. Permohonan Pemohon telah diajukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
dan terbukti berlandasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4
ayat 2 huruf a dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
































Perkawinan yang mengatur mengenai ketentuan izin poligami.
Pasal 4 ayat 2 huruf a :
Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Pasal 5 :
1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka.
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperbolehkan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekuang-kurangnya 2 (tahun), atau karena sebab-sebab
lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari Hakim
Pengadilan.
Di dalam putusan tersebut hakim juga memandang perlu
mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa'
ayat 3 yang artinya sebagaimana berikut:
 َعَﺎُﺑرَو َثَﻼُﺛَو َٰﲎْـﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبَﺎﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧَﺎﻓ ٰﻰَﻣﺎَﺘَﻴْﻟا ِﰲ اُﻮﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو ◌ۖ
 ْﻢُﻜُﻧَﺎَْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ َْوأ ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنَِﺈﻓ ◌ۚاﻮُﻟﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَأ َٰﱏَْدأ َﻚِﻟ َٰذ
''Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, ............."
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan
Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan pasal tersebut sehingga
































permohonan Pemohon patut dikabulkan.
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
No.6698/Pdt.G/2017 tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa
Melaksanakan Kewajiban
Poligami adalah perkawinan antara seorang suami yang memiliki
istri lebih dari satu dan terbatas pada empat istri. Pada dasarnya poligami
memang diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Banyak syarat yang harus
dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Diantaranya sebagai berikut :
Pasal 5
1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka;
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena
sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim
Pengadilan.
Dalam kasus tersebut poligami hanya didasarkan alasan istri tidak
bisa menjalankan kewajibannya. Berkurangnya intensitas berhubungan
antara suami istri menjadi faktor utama dalam permohonan izin poligami
oleh Pemohon. Hal tersebut tidak seharusnya semata-mata diizinkan
mengingat pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang berbunyi Istri tidak dapat menjalankan
































kewajibannya sebagai istri. Dikhawatirkan ini akan menjadi alasan yang
sengaja dibuat-buat oleh suami yang ingin berpoligami tanpa melihat eksensi
dari poligami itu sendiri.
Mencintai seseorang merupakan hak setiap insan, namun alasan
isteri tidak menjalankan kewajibannya yang berupa kurangnya intensitas
berhubungan yang semata-mata diinginkan oleh suami sehingga menjadi
dasar untuk dapat berpoligami menurut saya bukan alasan yang tepat untuk
hakim menjadikan dasar sebagai pertimbangannya. Jika hal tersebut terus
dipakai maka akan ada kasus serupa dimana banyak isteri yang akan
merasakan dampaknya karena suami ingin menikah lagi dengan alasan istri
tidak dapat menjalankan kewajiban. Padahal dalam fakta nya semua yang
dilakukan istri sudah sesuai dengan kodrat yang seharusnya.
Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kokoh yang harus
dibangun oleh seorang suami dan istri secara bersama-sama. Dengan adanya
banyak ujian dan rintangan yang harus tetap dijaga oleh pasangan tersebut,
maka sebagai seorang suami harus bisa menjaga perasaan istrinya dalam
menjalani bahtera rumah tangga dalam kehidupan sehingga menjadi keluarga
sakinah, mawaddah, dan warohma begitu pula dengan istrinya. Maka
poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban, lalu
kemudian menikahi perempuan yang lain agar keinginan dan hasratnya
terwujud bukanlah niatan untuk beribadah seorang manusia kepada Allah
Azza Wa Jalla akan tetapi hasrat nafsu manusia belaka.
Poligami dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan perkara
































kehidupan manusia, jadi dalam berpoligami harus benar-benar
dipertimbangkan sesuai aturan yang ada dan tidak mudah untuk disetujui
agar tidak timbul permasalahan baru dalam kehidupan. Namun jika
dikhawatirkan akan membuat kemudhorotan yang lebih besar maka demi
mendapatkan maslahahnya poligami merupakan salah satu jalan.
Menurut hemat penulis, Pertimbangan Hakim yang merujuk pada
ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
adalah sesuai apabila alasan yang sebenarnya diperjelas secara rinci di dalam
putusan dan tidak akan mengakibatkan kerancuan dalam pemahaman
mengenai apa yang dimaksud dengan istri tidak dapat melaksanakan
kewajibannya sebagai istri, karena hal yang sebenarnya terjadi adalah
berkurangnya intensitas berhubungan antara Pemohon dan Termohon. Jika
hanya dilihat secara garis besar hubungan saling mencintai antara Pemohon
dan calon istri kedua Pemohon bukan menjadi alasan lain yang dapat
dipertimbangkan oleh Hakim, karena akan kurang relevan baik secara
Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974.
Maka dari itu kasus ini jika di kaji dari perundang-undangan yang
digunakan sebagai pertimbangan hakim sangatlah tepat karena menimbulkan
kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan yang lebih besar. Dan dari
putusan ini maka pemohon akan terhindar dari perbuatan zina dan
kemaksiatan serta terhindar dari kesulitan berupa kurangnya kebutuhan
biologi yang melalui putusan ini akan dapat terpenuhi. Namun disini hakim
juga perlu meminta bukti penguat mengenai dasar Pemohon mengemukakan
































bahwa intensitas hubungan keduanya berkurang. Sebab hal tersebut dapat
digunakan pula oleh Hakim untuk menentukan sejauh mana tingkat kepuasan
Pemohon dalam berhubungan, agar hal ini dapat menjadi bahan
pertimbangan Hakim yang lebih kuat dalam memutuskan suatu perkara.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan Hakim
bahwa pada umumnya adalah perizinan istri dan kesanggupan suami untuk
berlaku adil dalam perkawinan poligami sudah bisa menjadi syarat
terkabulkannya sebuah putusan permohonan poligami.



































1. Latar belakang adanya pemberian izin permohonan berpoligami adalah
karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban, dan dengan istri pemohon
bersedia memberikan izinnya. Dalam memutuskan perkara ini Hakim
selain bertumpu kepada dalil Syar’i yang terdapat dalam QS. An-Nisa’(4)
ayat 3, Hakim juga bertumpu pada teks Undang–Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5.
2. Secara yuridis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
No.6689/Pdt.G/2017 tentang izin poligami karena istri tidak bisa
melaksanakan kewajiban tersebut telah memenuhi ketentuan prosedur
poligami sesuai dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5. Sesuai dengan pemenuhan
syarat alternatif dan kumulatif pemberian izin poligami oleh Hakim dapat
dikabulkan. Setelah ditelusuri lebih dalam mengenai alasan Hakim
menggunakan pasal tersebut dapat diketahui alasan hakim memiliki
pandangan lain, dan mengakibatkan relevannya antara fakta hukum
dengan Undang-undang yang digunakan.

































Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang disampaikan kepada
beberapa pihak:
1. Bagi masyarakat yang ingin berpoligami, hendaknya berpikir terlebih
dahulu mengenai baik buruknya perkawinan poligami, agar tidak
menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari.
2. Di dalam penulisan surat permohonan gugatan izin poligami, seharusmya
pejabat yang berwenang menuliskan secara rinci dan jelas agar tidak
menimbulkan kerancuan dalam berproses Hakim di Pengadilan Agama.
3. Di dalam hal pembuktian, Hakim perlu meminta bukti penguat berupa
surat keterangan dokter yang dilakukan di rumah sakit pemerintah agar
dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih kuat.
70

































Abidin, Slamet dan Aminudin, Fikih Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia,
Februari 1999.
Ansori, Rachmad Saiful, "Izin Poligami Sebab Pacar Hamil (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Sidoarjo)", (Skripsi-- Universitas Sunan Giri
Surabaya, 2003).
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT
Rieneka Cipta, 2006.
Aslikhan, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 2355/PDT.G/2011/PA.SDA
Tentang izin Poligami Karena Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan
Agama Sidoarjo", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
Chairah, Dakwatul, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2014.
Depag, RI, Mushaf Al Azhar Alquran dan Terjemah, Bandung : Jabal Roudotul
Jannah, 2010.
Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, t.tp.: t.p., t.t.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka,1998.
Engineer, Asghar Ali, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2003.
Faqih, Khozin Abu, Poligami Solusi atau Masalah?, Jakarta: Mumtaz, 2006.
Fiddaroini, Saidun, Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?, Surabaya: Jauhar
Surabaya, Oktober, 2009.
Ghazali, Abdur Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003.
































Hakim Drs. H. Moh. Ali Ridho, M.HES, wawancara Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 23 Oktober 2018
Istibsyaroh, Poligami Dalam Cita dan Fakta, Jakarta: Belantika PT Mizan
Publika, September 2004.
Jamaluddin, Arif, Hadits Hukum Keluarga, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014.
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Jogjakarta: Graha
Ilmu, 2011.
Mas'ud, Ibnu, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat,
Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Monib, Mohammad, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, Jakarta; Sinar
Grafika, 2009.
Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2007.
Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, Bandung:
Mandar Maju, Agustus, 1997.
Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami, Yogyakarta: Academia, 1996.
Nurrudin, Amir dan Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2004.
Prastowo, Andi. Memahahi Metode-Metode Penelitian, Yogyakarta: Ar Ruzz
Media, 2011.
Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, April, 1999.
Ridwan, Saleh, Poligami di Indonesia, Jakarta: Kencana, November, 2010.
Salinan Putusan PA. Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.
































Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol
2, Surah Ali Imran Surah An-Nisa, t.tp.: t.p., t.t.
Sidiq, Umar, “Pro Kontra Poligami dalam Islam”, Dialogia Jurnal Studi Islam
dan Sosial, No. 2, vol 9, Desember, 2011.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
Oktober, 2007.
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992.
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2008.
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, UI-Press 2009.
Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan
Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam. t.tp.: t.p., t.t.
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa
Aulia, 2012.
Tirtana, Dani, "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2008)
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1984.
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf
http://rotiptrip.blogspot.com/2017/10/positif-dan-negatif-poligami.htl?m=1
http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas
